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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Banjarmasin.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Data kuantitatif
merupakan data yang berupa angka diperoleh di Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kota Banjarmasin, berupa daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan bukti potong
pph pasal 21.

Hasil penelitian menunjukan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan
jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan
pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. PTKP 2022 masih didasarkan pada
peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Mereka yang
berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan atau kurang dari jumlah itu, tidak diwajibkan
membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka di kenakan pajak pph
21, Atau Mereka yang berpenghasilan Rp54 juta pertahun atau kurang dari jumlah
itu, tidak diwajibkan membayar pajak dan apabila berpenghasilan lebih dari itu maka
di kenakan pajak pph 21. Banyak kendala yang di hadapi. Bendaharawan Badan
Pengawas Obat dan Makanan antara lain : Jumlah pegawai yang banyak, Kadang juga
sering bertemu selisih dalam membuat pembukuan dengan kata lain tidak belance,
Kurangnya Pengetahuan akan Program Komputer. Sebagian Pegawai Muda / Baru
tidak mempunyai NPWP (sehingga menimbulkan perbedaan)

Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
(PNS)



ABSTRACT

This study aims to determine the procedure for calculating and withholding
Income Tax (PPh) Article 21 on the income of Civil Servants (PNS) at the Food and
Drug Supervisory Agency of Banjarmasin City.

The types of data obtained from this study are: Quantitative data is data in the
form of numbers obtained at the Food and Drug Supervisory Agency of Banjarmasin
City, in the form of a list of salaries for civil servants (PNS) and proof of withholding
income tax article 21.

The results show that Article 21 Income Tax (PPh 21) is a type of tax imposed
on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments
received by employees, non-employees, former employees, severance pay recipients
and so on. PTKP 2022 is still based on the Regulation of the Minister of Finance
Number 101/PMK.010/2016. Those who earn Rp. 4.5 million per month or less than
that amount are not required to pay taxes and if they earn more than that, they are
subject to PPh 21 tax. if you earn more than that, then you will be subject to a 21 pph
tax. Many obstacles are faced. Treasurer of the Food and Drug Supervisory Agency,
among others: The number of employees who are many, Sometimes also often meet
the difference in keeping the books in other words not belance, Lack of Knowledge of
Computer Programs. Some Young / New Employees do not have NPWP (thus making
a difference)

Keywords: Income Tax (PPh) Article 21, Income of Civil Servants (PNS)
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